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Abstract
The phenomenon of the 2017 DKI Jakarta Regional Head Election (Pilkada) presents 
a lot of friction which causes a contestation of meanings to be analyzed using a cultural 
criminology point of view. Having a focus on one word, namely “eviction”, cultural 
criminology is placed as the basis for analysis of contestation that focuses on cultural 
space and the influence of post-modernism. Cultural criminology also discusses how 
education plays a major role in shaping the discourse construction process of crime. In 
addition, cultural criminology also acts as an eye-opener and a bag of tricks in analyzing 
the discourse of crime.
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Salah satu peristiwa politik yang paling menyita perhatian publik pada tahun 2017 adalah Pilkada 
DKI Jakarta, yang bertujuan untuk memilih 
gubernur ibukota Indonesia. Diikuti oleh tiga 
pasangan calon (paslon), diantaranya: Agus 
Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni; Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful 
Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. 
Hadir dengan status sebagai petahana, 
Ahok menampilkan ketegasan dan disiplin 
serta sikap tanpa basa-basi. Sementara 
kedua lawannya, yaitu Anies Baswedan 
dan Agus Harimurti hadir dengan penuh 
solusi alternatif untuk permasalahan di DKI 
Jakarta, di bawah kepempimpinan Ahok. Hal 
ini membuat Pilkada DKI Jakarta berjalan 
dengan segala dinamika di dalamnya, serta 
mampu menarik perhatian massa yang 
bukan hanya berasal dari daerah pemilihan. 
Masyarakat dari seluruh pelosok 
Indonesia pun memberikan argumen 
mereka tentang ketiga paslon yang akan 
maju menjadi gubernur ibu kota Indonesia 
tersebut. Perhatian publik ini mungkin 
bisa disetarakan dengan riuhnya suasanya 
pemilihan presiden di Indonesia. Perhatian 
masif terhadap kontestasi politik ini 
diarahkan terutama kepada para kandidat 
serta program unggulan paslon yang 
tidak jarang kontradiktif dengan program 
paslon lain. Suasana ini juga dibantu oleh 
penggunaan media sosial secara intensif 
oleh para pemilih, khususnya para  (pemilih) 
pemula. Mereka berhasil membuat 
antusiasme terhadap Pilkada DKI Jakarta 
2017 mendapatkan hujan perhatian. 
Kontestasi antar paslon dikuatkan 
melalui Pilkada yang pada akhirnya 
berakhir dengan putaran kedua. Putaran 
pertama menghasilkan Ahok dan Anies 
Baswedan sebagai rival di dalam Pilkada 
DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Ahok yang 
menampilkan sisi pekerja keras namun 
kontroversial, melawan Anies Baswedan 
yang dikenal sebagai sosok diplomatis namun 
belum teruji baik dalam hal politik praktis. 
Keduanya mengasilkan polarisasi dukungan 
yang besar di dalam masyarakat. Polarisasi ini 
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ditambah dengan hadirnya politik identitas 
yang mengusung agama sebagai dasar 
pendapat dan dukungan terhadap masing-
masing paslon. Politik identitas juga menjadi 
dasar para paslon untuk menitik-beratkan 
makna penggusuran yang dibangun oleh 
keduanya. Problema penggusuran menjadi 
semakin kuat karena masing-masing paslon 
meredefinisi makna penggusuran dengan 
berbagai pertimbangan untuk mendapatkan 
suara dukungan. Hal ini juga diperkuat 
dengan hadirnya berbagai pemberitaan 
yang memihak masing-masing paslon. 
Berbagai hal di atas, terjadi hanya pada 
Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Sayangnya, 
permasalahan tidak hanya berhenti pada 
kontestasi masing-masing paslon. Seluruh 
elemen terlibat di dalam Pilkada ini dan 
menghadirkan banyak permasalahan 
pada masa tersebut. Namun wacana yang 
paling sering diberitakan serta menjadi 
perdebatan bagi kedua paslon adalah, 
penggusuran. Penggusuran menjadi topik 
bahasan yang menjadi benang merah dalam 
tulisan ini. Menggunakan pertanyaan dasar, 
yaitu “bagaimana wacana penggusuran 
dikontestasikan selama Pilkada DKI 2017 
pada putaran kedua?”, analisis akan berfokus 
pada aktor serta ruang yang terlibat di 
dalamnya. Analisis ini juga akan didasarkan 
menggunakan pendekatan kriminologi 
budaya.
Tinjauan Teoritis
Teori kriminologi budaya digunakan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang ada dalam 
temuan data, merujuk pada pemberitaan 
yang berhubungan dengan kontestasi 
makna pada Pilkada DKI Jakarta 2017, 
putaran kedua. Makna kata penggusuran 
yang digunakan oleh kedua paslon untuk 
menunjukan eksistensi mereka sebagai calon 
pemimpin pada masa kampanye, memiliki 
kaitan erat dengan apa yang dijelaskan 
kriminologi budaya. Peran media sebagai alat 
untuk merepresentasikan kedua belah pihak 
juga merupakan bentuk budaya baru yang 
dibahas dalam kriminologi kontemporer. 
Bahasan kontekstual mengenai wacana dan 
makna penggusuran sendiri juga mampu 
dijawab lebih dalam oleh kriminologi 
budaya, sebagai representasi pemikiran 
post-modern
Kriminologi budaya memaknai budaya 
sebagai perilau kolektif yang berasal 
dari konsensus para individu di dalam 
masyarakat. Terdapat pengesahan secara 
tidak langsung dari otoritas yang berwenang 
untuk melihat bagaimana perilaku kriminal 
yang tidak sesuai dengan konsensus yang 
telah dijalankan (Ferrel, 2008, hal. 2). Bagi 
kita, kebudayaan manusia merupakan hal 
simbolis yang secara sah mampu dijalankan 
oleh semua individu dan kelompok di 
dalamnya. Tidak hanya semata produk 
dari kelas sosial tertentu, budaya mampu 
terbentuk sebagai struktur sosial yang 
direduksi oleh semua golongan. Maka secara 
tidak langsung, budaya terbentuk karena 
adanya struktur di dalam masyarakat.
Kriminologi budaya adalah pemikiran 
yang amat dipengaruhi oleh gagasan post-
modernisme, kajian budaya, teori kritis 
dan sosiologi interaksionis. Kriminologi 
budaya secara umum bertujuan untuk 
mengeksplorasi titik temu dari proses 
perpindahan budaya dan proses tindak 
kejahatan di dalam kehiudpan sosial. Subjek 
utama dalam pemikiran ini adalah isu-isu 
mengenai representasi dari kejahatan dan 
kontrol kebijakan di dalamnya; kriminalisasi 
yang bersifat simbolis atas budaya 
yang sesungguhnya legal; dan mediasi 
terhadap konstruksi kejahatan di dalam isu 
pengendalian kejahatan.
Konsep ini merupakan pengembangan 
pemikiran dari perspektif yang dikemukakan 
oleh Ferrel dan Sanders (1995) dan 
kemudian menjadi acuan pemikiran menarik 
yang dikembangkan secara terus menerus 
hingga kini. Pemikiran ini mencoba untuk 
mengintegrasikan kajian kriminologi dan 
budaya, atau secara luas memiliki tujuan 
untuk memasukan wacana tentang studi 
budaya ke dalam kriminologi kontemporer. 
Kriminologi budaya yang bersifat 
kontemporer, tentu memiliki konstuksi 
awal pemikiran untuk membangun sebuah 
gagasan. Kebanyakan gagasan yang muncul 
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dalam pemikiran ini dipengaruhi oleh 
sosiologi kontemporer dan juga peran media 
massa di dalam konstruksi terhadap realitas 
kejahatan dan penyimpangan. Hal tersebut 
pada akhirnya akan menghasilkan bentuk-
bentuk baru yang dapat memperbarui 
pengontrolan sistem hukum yang telah ada. 
Kriminologi budaya berfokus pada 
representasi diskursus tentang usia dan 
gaya, dan tidak hanya menggabungkan 
kajian mendalam, namun juga re-orientasi 
intelektual yang dipengaruhi oleh post-
modernisme. Kata kunci baru dalam 
pemikiran kriminologi budaya:  presentasi 
dan representasi, tidak hanya berfokus 
pada pengujian makna, namun juga pada 
pengkajian kejahatan yang telah dikonstruksi 
oleh media. Pemikiran ini tentunya akan 
memperluas ruang diskursus dalam 
memandang kejahatan sebagai gejala sosial 
dan hasil dari kebudayaan masyarakat.
Kriminologi budaya menempatkan simbol-
simbol nyata di dalam interaksionisme 
simbolik untuk dielaborasi, dengan cara 
melakukan kajian terhadap prevalensi 
dari mediasi yang digambarkan sebagai 
kejahatan. Simbol-simbol tersebut kemudian 
mengarah ke negosiasi interpersonal terkait 
kejahatan dan sub-kultur yang bersifat 
menyimpang dan pandangannya terhadap 
masalah politis. Kajian tersebut maka 
berkembang ke dalam struktur yang bersifat 
politis dan dapat pula didasarkan pada 
teori labeling atau yang secara sederhana 
disimpulkan sebagai proses pembentukan 
grounded labelling theory (Cohen dalam 
Ferrel, 1999, hal. 398).
Kriminologi budaya, merujuk 
pada penjelasan di atas, sangat aktif 
mengeksplorasi data sekunder, sebagai 
acuan umum dalam melihat media sebagai 
subjek utama pembentuk diskursus 
kejahatan. Konstruksi media akan 
menghasilkan pula dekonstruksi sosial 
dalam diskursus kejahatan maupun formasi 
peradilan pidana (Pfhol&Gordon dalam 
Ferrel, 1999, hal, 401). Pendekatan etnografi 
dan analisis diskursus dinilai sebagai metode 
yang memiliki integritas dalam pembahasan 
yang secara ideal akan dilakukan. Analisis 
diskursus akan mengkaji, melalui investigasi, 
konstuksi media terhadap kejahatan dan 
kontrol kejahatan.
Analisis tersebut akan menghasilkan 
dua dimensi yang saling berhubungan, 
yaitu kejahatan sebagai kebudayaan dan 
kebudayaan sebagai kejahatan. Keduanya 
harus dianalisis secara terintegrasi untuk 
menentukan marjin yang sesuai dengan 
pembahasan terkait. Kejahatan sebagai 
budaya dapat disimpulkan sebagai label 
terhadap perilaku kriminal yang secara 
bersamaan sesuai dengan perilaku 
menyimpang dalam sub-kultur dan secara 
kolektif memiliki hubungan simbolis 
yang terlihat secara nyata. Kejahatan ini 
juga dilihat sebagai gaya yang memiliki 
kompleksitas yang berasal dari simbol-
simbol di dalam interaksi masyarakat. 
Sedangkan kebudayaan sebagai kejahatan 
memiliki simpulan, bahwa terdapat 
kriminalisasi dalam proses pembentukan 
budaya. Semakin lama akan terdapat proses 
yang semakin besar dalam kriminalisasi 
budaya, yang merupakan rekonstruksi 
makna dan isu budaya serta kejahatan. 
Kriminalisasi budaya juga dapat membentuk 
konteks tuntutan pidana yang ditakuti oleh 
masyarakat. Keduanya menurut Kriminologi 
budaya, memiliki fokus terhadap dinamika 
media yang mendorong dan menentukan 
kriminalisasi maupun perang budaya yang 
dilakukan oleh sekelompok masyarakat.
Menurut Febriani (2011), kekuatan 
kebudayaan dominan dalam mengatur 
kehidupan suatu masyarakat dapat 
tertuang dalam konstruksi oleh media. 
Sebelum memengaruhi masyarakat luas 
dengan kriminalisasi yang kuat, media 
menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan 
stereotipe dan kepentingan kebudayaan 
yang kuat, yang diproduksi oleh kelas 
menengah-atas. Media dapat disebut 
sebagai alat yang bekerja dengan sangat 
baik dalam konstrkusi dan pembangunan 
kriminalisasi terhadap kelompok budaya 
yang lebih lemah, yaitu kelas bawah. 
Menurut Sacco (1995),  konstruksi media 
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memiliki berbagai upaya yang dilakukan 
untuk mengumpulkan, memilah dan meng-
kontekstualisasikan laporan kejahatan 
hingga mampu membentuk kesadaran 
publik tnetang kondisi yang dianggap 
sebagai masalah. Media pun secara khusus 
akan mengumpulkan dan mengolah berita 
dengan makna yang lebih luas agar siap 
untuk dikonsumsi oleh publik. Hal tersebut 
memperlihatkan bagaimana media telah 
membuat perencanaan atau strategi 
khusus untuk menyampaikan makna kepaa 
khalayak, hingga sukses membangun 
kesadaran dan konstuksi yang diinginkan. 
Kriminologi budaya yang menekankan 
pada peran media terhadap kontestasi 
makna yang dilakukan oleh paslon gubernur 
DKI Jakarta pada Putaran Kedua Pilkada tahun 
2017, akan memperjelas gagasan awal dalam 
analisis ini, yaitu untuk menerangkan makna 
penggusuran dalam lanskap kepentingan 
politik. Analisis akan didasarkan pada media 
massa yang mengutip perkataan paslon 
dan merepresentasikannya kembali hingga 
dapat dikonsumsi oleh khalayak umum. 
Metode Penelitian
Data yang dibutuhkan dalam analisis 
wacana ini, dihasilkan dari pemberitaan 
media massa yang dikumpulkan selama 
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dikuatkan 
oleh studi pustaka untuk menambah 
referensi analisis, maka metode yang 
digunakan adalah analisis wacana kualitatif 
secara sederhana. Analisis wacana adalah 
metode pengumpulan data dengan cara 
meneliti atau menganilisis isi yang tertuang 
di dalam media, bahasa yang digunakan, 
baik dalam bentuk teks maupun lisan. 
Analisis ini menggunakan tahapan yang 
bertujuan untuk menghubungkan antara 
makna teks dengan konteks pada Putaran 
Kedua Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Data 
akan difokuskan pada konstruksi wacana 
yang dibangun oleh media massa, selama 
proses kampanye Pilkada DKI Jakarta  tahun 
2017 putaran kedua berlangsung.
Temuan Data
Pengumpulan data menghasilkan dua 
berita yang akan menjadi dasar analisis 
dalam tulisan ini. Berita yang ditulis oleh 
CNN Indonesia dan Kompas.com dinilai 
dapat menjadi gambaran awal yang 
memperjelas makna penggusuran yang 
dibangun oleh Ahok dan Anies Baswedan. 
Media memperjelas hal tersebut dalam 
bingkai wacana yang semakin meyakinkan 
pembaca dan khalayak umum tentang 
makna. Tentunya, kedua pemberitaan ini 
akan dianalisis menggunakan sudut pandang 
kriminologi budaya yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Adapun data yang didapatkan 
antara lain:
Pemberitaan dari CNN Indonesia, 
pada tanggal 20 April 2017, dengan judul 
pemberitaan: “Melihat Jakarta Tanpa 
Penggusuran Ahok”. Adapun bagian dari 
berita tersebut antara lain:
“Penggusuran di era Ahok pantas 
mendapat sorotan tersendiri. Lem-
baga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 
mencatata selama dua tahun men-
jabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, 
terdapat 25.553 korban penggusuran. 
Sebagian kalangan bahkan menye-
but Ahok-Djarot sebagai rezim tukang 
gusur. Anies menyatakan, Ia dan San-
di tidak pada posisi setuju atau tidak 
terhadap langkah Ahok menggusur 
sejumlah pemukiman. Anies memilih 
menggunakan frasa “penataan kota”. 
Anies-Sandi juga menyebutkan bahwa 
terdapat daerah yang memang harus 
digusur, yang menutup aliran sungai, 
sehingga harus dilakukan peminda-
han. Anies menuturkan demikian: saya 
sudah bicara dengan warga, dan mer-
eka bukan enggak mau pindah, mer-
eka ingin dihargai, diajak bicara dan 
diberi tau. Menurut Anies, pesoalan 
penggusuran tetutama adalah tentang 
bagaimana Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta mampu mengkomunikasikan 
hal tersebut kepada warga. Ia men-
yatakan, warga ingin tau di mana 
mereka dipindahkan, kapan eksekusi 
penggusuran dilakukan dan berapa 
nilai kompensasi yang mereka peroleh 
atas pemindahan tersebut. Anies juga 
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menyebutkan bahwa semua harus 
dibicarakan karena warga terbuka dan 
mereka siap. Maka menurutnya, pe-
nataan tempat yang harus dipindah, 
prosesnya harus manusiawi”.
Pemberitaan kedua yang menjadi 
dasar analisis, berasal dari laman Kompas.
com pada tanggal 13 April 2017. Berjudul 
“Tanggapan Anies Soal Rilis LBH Terkait 
Penggusuran di DKI Jakarta”, adapun kutipan 
berita yang menjadi dasar analisis adalah:
“Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan menanggapi rilis LBH Jakar-
ta terkait penggusuran yang dilakukan 
di Jakarta. Dalam rilis tersebut, LBH 
menyampaikan penilaiannya bahwa 
penggusuran oleh Pemprov DKI Ja-
karta melanggar hak asasi manusia 
(HAM). Menurut Anies, komitmen 
dia soal kebijakan penataan kawasan 
di Jakarta bukan dengan penggusuru-
an. Anies menyampaikan bahwa yang 
ditawarkan justru adalah solusi soal 
permukiman. Jadi penataan ulang 
kampung-kampung itu yang kita akan 
lakukan. Anies menambahkan, peng-
gusuran bukan sekadar berdampak 
pada barang, tetapi juga terhadap 
manusia dan kehidupan. Oleh karena 
itu, program tersebut harus dijalankan 
dengan cara yang baik dan manusia-
wi. Saat ditanya apakah sepandangan 
dengan LBH bahwa penggusuruan me-
langgar HAM, Anies tidak menjawab”.
Kedua kutipan berita di atas akan menjadi 
dasar analisis kriminologi budaya. Temuan 
data ini amat penting untuk mendukung 
argumentasi agar analisis valid dan tidak 
bias pandangan penulis. 
Analisis
Analisis akan difokuskan pada dua 
hal terkait temuan data, yaitu kontestasi 
wacana penggusuran dan penggunaan 
ruang budaya berupa media massa yang 
menjadi pertimbangan bagi khalayak 
untuk menentukan siapa pemimpin masa 
depan kala itu. Merujuk pada penjelasan 
kriminologi budaya bahwa keberpihakan 
media merupakan hal yang penting, maka 
perlu untuk dilihat sejauh mana wacana 
dan media memegang peranan dalam 
kemenangan salah satu paslon.
Merujuk pada analisis terhadap 
kontestasi wacana penggusuran, maka 
analisis didasarkan pada apa yang ingin 
dibawa oleh masing-masing paslon. Kata 
penggusuran secara harfiah berasal dari 
kata gusur yang menurut KBBI diartikan 
sebagai “menjadikan (membuat, menyuruh) 
pindah tempat; menggeser tempat”. Makna 
baku penggusuruan sejatinya adalah 
hanya perpindahan tempat atas sesuatu. 
Pemaknaan ini menjadi rumit ketika dikaitkan 
pada konteks pemerintahan dan pihak-
pihak yang memaknai hal tersebut secara 
berbeda. Isu penggusuran seakan menjadi 
fireball yang selalu panas dan menarik 
untuk dibicarakan. Sisi kebutuhan kota yang 
seharusnya bebas dari banjir, berkonfrontasi 
dengan sisi kemanusiaan yang seringkali 
diucapkan oleh Anies. Faktor yang semakin 
menguatkan keberpihakan masyarakat 
terhadap makna yang paling dianggap benar 
tentang penggusuran, menjadi alasan untuk 
mempertemukan kedua paslon di dalam 
satu titik yang seimbang. Konteks Pilkada 
DKI Jakarta putaran kedua pun menambah 
penting bahwa titik temu ini adalah saat 
yang pas untuk memenangkan kontestasi 
makna yang dimiliki masing-masing orang. 
Perbedaan makna penggusuran yang 
menjadi perdebatan, dijelaskan dalam 
konsep hall of mirrors. Ini adalah konsep 
yang tepat untuk menjelaskan bagaimana 
sebuah kata atau fenomena memiliki makna 
dan muatan yang berbeda. Begitu juga 
ketika kedua paslon membahas fenomena 
penggusuran. Penggusuran  menjadi 
fenomena yang bersifat artificial. Ia dimaknai 
dan dibangun sesuai kepentingan politik 
yang ada, sehingga kontestasi pemaknaan 
berubah menjadi dikotomi narasi antara 
kedua kubu paslon. Kedua paslon juga 
memaknai dan menggunakan penggusuran 
sebagai komoditi politik, dengan alat bantu 
kontestasi makna yang dibangun tentunya.
Satu kubu yang mengusung 
utilitarianisme, menjustifikasi penggusuran 
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terhadap belasan ribu penduduk sebagai 
proses relokasi, yang bertujuan untuk 
menyelamatkan jutaan jiwa. Penggusuruan 
digunakan dalam lanskap kebermanfaatan 
yang lebih luas, maupun tameng politik. Kubu 
ini melihat adanya manfaat dari kebijakan 
dan proses penggusuran. Sedangkan kubu 
lainnya hadir melalui kontestasi makna 
spesifik, bahwa penggusuran itu kurang 
manusiawi. Walaupun dalam skala yang 
lebih luas, “kurang manusiawi” adalah 
serapan kata umum yang harus diperjelas 
maknanya kemudian. Pilihan diksi ini, 
menyiratkan strategi dalam memetakan 
penggusuran dan membungkusnya sebagai 
amunisi politik melawan kubu petahana. 
Sayangnya, kubu pesaing ini selalu dapat 
ditempatkan sebagai paslon yang membuat 
narasi pahlawan versus penjahat. 
Konstruksi makna pada dasarnya adalah 
proses yang bersifat dialektis dan normal 
terjadi. Sayangnya, jika ditarik ke titik yang 
lebih ekstrem dengan kehadiran subjek 
politis dan relasi kekuasaan, kehadiran 
media  mampu memperkuat dan membantu 
kapitalisasi kebencian sebagai modal 
produksi di dalam masyarakat. Tentunya 
media berperan dalam kontestasi tersebut 
dan mengisi sudut pandangan ruang budaya 
di media sosial, ketika dengan bantuan para 
influencer, public figure dan akun pendukung 
paslon memanaskan pertarungan, dengan 
menjadi “corong” atau penjelas dari masing-
masing paslon. Gerakan di dunia digital yang 
tidak terbendung membuat para pendukung 
semakin menitik-beratkan pada makna yang 
hanya mereka anggap benar bagi mereka. 
Irisan dari kontestasi makna dan 
dukungan yang diberikan melalui media, 
menimbulkan analisis lanjutan tentang 
ruang budaya. Peran media seperti yang 
telah dijelaskan oleh Kriminologi budaya 
tidak mampu tercapai tanpa adanya ruang 
dan waktu. Ruang yang digunakan oleh 
kedua pendukung paslon secara luas adalah 
sosial media, media cetak serta kanal televisi 
yang memiliki relasi kuasa. Secara khsus 
penggunaan ruang-ruang tersebut dapat 
diatakan sebagai hal yang lumrah, karena 
tanpa adanya ruang yang telah dipahami 
sebagai kenyataan dan harus selalu hadir, 
media tidak akan mampu menjadi mediator 
atas konstruksi dan rekonstruksi makna yang 
akan dimunculkan. 
Dimunculkannya makna penggusuran di 
antara kedua kubu, menggunakan media 
massa yang berbeda. Tim sukses kedua 
paslon memiliki pandangan yang berbeda 
mengenai penggusuran dan hal itu pula 
yang membuat pendekatan mereka kepada 
calon pendukung pun berbeda. Konsep 
utilitarianisme yang diusung petahana, 
diperkuat oleh tim sukses melalui berbagai 
kanal dukungan di media cetak hingga 
media sosial. Hal ini dilakukan secara masif 
untuk memengaruhi pemikiran warga 
Jakarta atas manfaat yang didapatkan dari 
proses penggusuran. Terlebih, penyampaian 
makna penggusuran itu direpresentasikan 
lewat makna yang dimensinya lebih luas, 
yaitu relokasi. Relokasi dipilih sebagai diksi 
yang lebih positif dan solutif dibanding 
penggusuran. 
Penggunaan sosial media dan media 
cetak secara masif juga dilakukan terhadap 
sasaran kampanye, yaitu masyarakat yang 
dinilai lebih terbuka terhadap teknologi 
dan pemberitaan. Mereka juga dianggap 
lebih kritis untuk dapat menemukan makna 
utilitas di dalam penggusuran. Tidak dapat 
dipungkiri, bahwa pemilih yang didominasi 
oleh first voter cenderung selalu mengkritisi 
hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan 
kemaslahatan bersama. Bagi sebagian 
pengguna sosial media yang didominasi oleh 
pemuda, petahana hadir sebagai paslon 
yang menjadi harapan baru, tegas dan 
bekerja nyata dengan penuh pertimbangan. 
Hal tersebut dibingkai dengan sedemikian 
rupa dan menghasilkan keputusan dukungan 
kepadanya kemudian. 
Pasangan pesaing, secara lansgung tidak 
banyak menggunakan sosial media di dalam 
masa kampanye putaran kedua. Atas dasar 
mengedepankan hak rakyat kecil sebagai hal 
yang selalu diusung, mereka terlihat lebih 
mengutamakan penggunaan lingkungan riil 
sebagai mediator kampanye. Dapat dilihat 
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bahwa mereka cenderung melakukan 
blusukan dengan alasan mengunjungi, 
menyambangi dan pembelaan terhadap 
rakyat kecil. Penggunaan kata penggusuran 
yang dibawa dalam kampanye mereka pun 
dijadikan sebagai alat untuk memperoleh 
dukungan dari kelas bawah. Budaya inilah 
yang menjadi representasi bahwa penting 
untuk menjadikan suara kelas bawah 
sebagai bahan untuk membentuk budaya 
baru di kelas atas. 
Kedua ruang yang digunakan oleh 
paslon tidak dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran. Hal ini disebut jelas dalam 
kriminologi budaya, bahwa ruang budaya 
yang dimiliki setiap orang pasti berbeda. 
Hal ini pun sejatinya legal, sebagaimana 
pembentukan budaya yang ingin ditampilkan 
oleh kedua paslon. 
Secara khusus, pemikiran kriminologi 
budaya memiliki fokus terhadap media, 
konstruksi di dalamnya dan eksplorasi yang 
bersifat langsung untuk melihat bagaimana 
media dapat membentuk pandangan 
masyarakat. Hal ini menjadi penting sebagai 
tujuan, bahwa meddia mampu berkoneksi 
antara ranah penghakiman massa melalui 
media massa. Media sebagai institusi, 
memiliki regulasi yang berbasis pada data 
dan bersifat selektif untuk membentuk 
kesamaan pandangan masyarakat 
terhadap kebijakan dan agen-agen lain di 
dalam pemerintahan. Kriminologi budaya 
menyimpulkan dua hal yang mampu 
dilakukan media sebagai model analisa klasik 
yang bersifat interaksionis, sebagai bagian 
dari pembentukan moral enterpreneurship. 
Media mampu memunculkan konsep yang 
disebut dengan moral panic dan folk devils. 
Keduanya muncul sebagai representasi 
media yang mampu memengaruhi 
masyarakat dan juga membentuk stigma 
yang berasal dari media massa. 
Peranan media yang mampu membentuk 
arti berbeda di dalam masyarakat, dijelaskan 
karena media mampu mengaburkan citra 
kejahatan dan penghukuman dengan 
menempatkan penggambaran peristiwa 
kejahatan serius dalam konteks tindakan 
ilegal untuk diadili (Barak dalam Mustofa, 
2010, hal, 175). Jika dikaji lebih dalam, 
peranan media tentunya akan sangat 
berpengaruh terhadap pembentukan sifat 
publik dan memengaruhi pemikiran dan 
wacana tentang kejahatan dan peradilan, 
sehingga berpengaruh terhadap faktor 
politis lainnya dalam pembuatan kebijakan. 
Media massa pada era kontemporer pun 
dapat memproduksi ikatan sosial yang 
bersifat riil. Ikatan ini lah yang diharapkan 
muncul dari masing-masing paslon. Terbukti 
bahwa para first voter telah menyatakan 
dukungan mereka kepada salah satu paslon 
atas gagasan yang dituangkan oleh media 
secara terus-menerus. 
Ruang budaya yang menjadikan media 
sebagai pembentuk konstruksi makna yang 
terjadi pada putaran kedua Pilkada DKI 
Jakarta 2017, diwujudkan sedikit banyak 
melalui media masa. Media massa dinilai 
sebagai sarana pencarian dukungan terbaik, 
sehingga mampu menciptakan ikatan 
kelompok yang kuat. Secara teoritis dan riil, 
ikatan yang kuat berasal dari pandangan 
para pendukung terhadap paslon, yang 
terbentuk secara masif. Ikatan ini juga hadir 
melalui konsensus dan diwujudkan serta 
ditampilkan di media. 
Perubahan pandangan yang terjadi 
di antara kedua pendukung juga erat 
kaitannya dengan konstruksi makna yang 
ingin ditampilkan oleh kedua paslon. Peran 
media menjadi sangat besar, di saat rakyat 
mulai percaya terhadap segala bentuk 
makna yang ada dan dianggap sebagai 
kebenaran mutlak.. Hal inilah yang menjadi 
bukti bahwa media berperan penting 
sebagai “corong” bagi makna milik masing-
masing paslon. Walaupun makna yang 
ditafsirkan sebenarnya sama, media mampu 
merangkum perkataan kedua paslon sesuai 
kebutuhan pasar. Ruang budaya mampu 
mendukung semakin kuatnya perebutan 
makna kata penggusuran di antara kedua 
paslon.  
Kesimpulan
Kriminologi budaya menekankan peran 
yang penting dari simbolisme, makna dan 
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emosi dalam membentuk realitas kompleks 
dari kejahatan dan konrol kejahatan. 
Kehadiran media dapat mengkapitalisasi 
kebencian sebagai modal produksi. 
Kontestasi makna yang dibangun oleh kedua 
paslon tentu bertujuan untuk menarik atensi 
para calon pendukung. Tidak menafikan 
adanya kelas sosial di dalam masyarakat, 
membuat para paslon harus menggunakan 
ruang budaya yang berbeda untuk menjamin 
dukungan yang akan diberikan kepada 
mereka. Kriminologi budaya melihat peran 
media yang begitu sentral akan memperkuat 
subjek dan tujuan politis di dalam perebutan 
hal yang bersifat riil dalam masyarakat.
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